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ABSTRACT 
The obligatory service is provided and implemented by the organizers of the road transport passenger bus station that 

includes safety, security, reliability/regularity, comfort, convenience/affordability, and equality, But yet there is a 

weighting of each criterion. The service criteria there is only a descriptive explanation of each criteria without a 

percentage weighting. Percentage weighting function to assess a Ministry that produces the value and category specific 

value. The value of the percentage of  each criterion can be used to perform the assessment with the inclusion of the 

mathematical calculations against the results of weighting the criteria of assessment. Use method for weighting the 

criterion service is using the method of AHP. The method serves to determine the priority criteria based on data of the 

respondents which generate a percentage figure. In addition to the Rating Scale was also used AHP that serves as a tool 

to determine the location that made skoring a test calculation weighting AHP. The results showed a safety criteria 

weighting of 33%, the security service criteria of 26%, service reliability criteria/regularity of 16%, service comfort 

criteria of 10%, the criteria of service convenience/affordability by 8%, and the criteria of the Ministry of equality of 7%. 

While the results of the application of the percentage weighting are used to assess the Demak bus station is 43% or LESS 

and 73.5% or GOOD to Banjarnegara bus station. 

Keywords: service, AHP, rating scale, bus station 

ABSTRAK 
Pelayanan  yang  wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yang 

mencakup keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan. 

Namun belum terdapat suatu pembobotan dari tiap tiap kriteria. Kriteria pelayanan yang ada hanya berupa penjelasan 

deskriptif dari masing-masing kriteria tanpa ada suatu persentase pembobotan. Persentase pembobotan berfungsi untuk 

menilai suatu pelayanan yang menghasilkan nilai dan kategori nilai tertentu. Nilai persentase dari masing-masing 

kriteria bisa digunakan untuk melakukan penilaian dengan memasukkan perhitungan matematis terhadap hasil 

pembobotan kriteria penilaian. Metode yang digunakan untuk pembobotan kriteria pelayanan adalah menggunakan 

metode AHP. Metode tersebut berfungsi menentukan prioritas kriteria berdasarkan data responden yang menghasilkan 

sebuah angka persentase. Selain AHP juga digunakan Rating Scale yang berfungsi sebagai alat untuk menentukan 

skoring pada lokasi yang dijadikan uji coba perhitungan pembobotan AHP. Hasil pembobotan menunjukkan kriteria 

keselamatan sebesar 33%, kriteria pelayanan keamanan sebesar 26%, kriteria pelayanan kehandalan/keteraturan 

sebesar 16%, kriteria pelayanan  kenyamanan  sebesar  10%,  kriteria  pelayanan  kemudahan/keterjangkauan sebesar 

8%, dan kriteria pelayanan kesetaraan  sebesar 7%. Sementara hasil penerapan persentase pembobotan yang digunakan 

untuk menilai pelayanan Terminal Demak adalah 43% atau kategori KURANG dan 73,5% atau kategori BAIK untuk 

Terminal Banjarnegara. 

Kata Kunci: AHP, pelayanan, rating scale, terminal 

PENDAHULUAN 

Penyelenggara terminal angkutan penumpang jalan 

wajib menyediakan dan melaksanakan standar 

pelayanan terminal penumpang di terminal 

penumpang  angkutan jalan berdasarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan 

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan 

Jalan. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal 

Penumpang Angkutan Jalan merupakan suatu 

pedoman yang digunakan untuk keberlangsungan 

kegiatan di terminal. Standar pelayanan yang wajib 

disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara 

terminal penumpang angkutan jalan yang mencakup 

keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, 

kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan 

kesetaraan. Belum adanya suatu pembobotan dari 

tiap tiap kriteria dimana kriteria pelayanan yang 

ada hanya berupa penjelasan deskriptif dari masing 

masing kriteria tanpa ada suatu persentase 

pembobotan.    
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Pembobotan dilakukan untuk mengetahui kriteria 

prioritas dari suatu pelayanan penyelenggaraan 

terminal. Selain itu nilai persentase dari masing 

masing kriteria bisa digunakan untuk melakukan 

penilaian dengan memasukan perhitungan 

matematis terhadap hasil pembobotan kriteria 

penilaian. Pembobotan kriteria standar pelayanan 

digunakan dengan menganalisis kriteria tersebut 

dengan menggunakan metode penilaian standar. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kriteria prioritas dari suatu pelayanan 

penyelenggaraan terminal tipe B di Jawa Tengah. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan 

jalan merupakan suatu pedoman yang digunakan 

untuk keberlangsungan kegiatan di terminal. Standar 

pelayanan yang wajib disediakan dan dilaksanakan 

oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan 

jalan yang mencakup keselamatan, keamanan, 

kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ 

keterjangkauan, dan kesetaraan. Sedangkan istilah 

pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” 

A.S. Moenir (2002) dalam Aristyo Rahardian 

(2016), mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan landasan tertentu dimana tingkat 

pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang 

yang melayani atau dilayani, tergantung kepada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pengguna”. AHP merupakan suatu model 

pendukung keputusan yang  dikembangkan oleh 

Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan 

ini akan menguraikan masalah multi faktor atau 

multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, 

menurut  Saaty  (1993) dalam Tino Sugiyarto (2015),  

hirarki  didefinisikan  sebagai suatu  representasi  

dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam 

suatu struktur multi level dimana level pertama 

adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, 

sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga 

level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, 

suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke 

dalam kelompok-kelompoknya yang  kemudian 

diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga 

permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan 

sistematis. Setiap elemen yang terdapat dalam 

hirarki harus diketahui bobot relatifnya satu sama 

lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat 

kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan  

dalam permasalahan terhadap kriteria dan struktur 

hirarki atau sistem secara keseluruhan. Langkah 

awal dalam menentukan prioritas kriteria adalah 

dengan menyusun perbandingan berpasangan, 

yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan 

seluruh kriteria untuk setiap sub sistem hirarki.

Tabel 1. 

Matrik Perbandingan Berpasangan 

C A1 A2 ⋯ An 

A1 a11 a12 ⋯ a1n 

A2 a21 a22 ⋯ a2n 

⋮ ⋯ ⋯ ⋯ ⋮ 

Am ɑm1 ɑm2 ⋯ amn 

Sumber: How to make a decision (The Analytic Hierarchy Process), 1990 

Skala yang digunakan untuk memilih kecenderungn antar kriteria, ditentukan berdasarkan tabel Saaty. 

Tabel 2. 

Skala Saaty 

Intensitas 

Kepentingan 
Definisi/Keterangan Penjelasan 

1 Sama penting A dan B sama penting 

2 
Sama penting tetapi juga sedikit lebih 

penting 
A sama penting tetapi juga sedikit lebih penting dari B 

3 Sedikit lebih penting A sedikit lebih penting dari B 

4 
Sedikit lebih penting tetapi juga agak 

lebih Penting 

A sedikit lebih penting tetapi juga agak lebih penting 

dari B 

5 Agak lebih penting A agak lebih penting dari B 

6 
Agak lebih penting tetapi juga jauh 

lebih penting 

A agak lebih penting tetapi juga jauh lebih penting dari 

B 

7 Jauh lebih penting A jauh lebih penting dari B 
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Intensitas 

Kepentingan 
Definisi/Keterangan Penjelasan 

8 
Jauh lebih penting tetapi juga 

mutlak/benar-benar lebih penting 

A jauh lebih penting tetapi juga mutlak / benar-benar 

lebih penting dari B 

9 Mutlak/benar-benar lebih penting A mutlak / benar-benar lebih penting dari B 

Catatan   

Nilai 

2,4,6,8 

Nilai antara dua angka di 

Atas 

Ragu-ragu dalam menentukan skala. Misal nilai 6 antara 

5 dan 7 

Resiprocal Jika A/B=9 maka 

B/A=1/9 

Asumsi masuk akal 

Sumber : How to make a decision (The Analytic Hierarchy Process), 1990 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah metode pengukuran 

standar Analitic Hirarcy Process (AHP) dan Rating 

Scale. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2017. 

Penelitian ini merupakan analisa kriteria untuk 

mencari nilai pembobotan dari tiap kriteria 

pelayanan. Setelah  nilai  pembobotan  diketahui,  

dilakukan  penilaian  terhadap  terminal  Kabupaten 

Demak dan terminal Kabupaten Banjarnegara 

sebagai uji coba nilai pembobotan yang telah 

dihasilkan. Data yang dikumpulkan adalah data 

primer dan  sekunder. Data primer dilakukan 

dengan melakukan wawancara dengan stakeholder. 

Sedangkan data sekunder terakit data administrasi 

wilayah dan data terminal. Untuk data primer, 

responden ditentukan dengan menggunakan teknik 

purpose sampling dengan berdasarkan pada   

kriteria   yaitu   memiliki   pengetahuan   mengenai   

penyelenggaraan pelayanan terminal tipe B, 

responden dalam penelitian ini meliputi para 

stakeholder antara lain Dinas Perhubungan Provinsi 

Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 

akademisi di bidang transportasi, pelaku profesional 

di bidang transportasi, dan operator di bidang 

transportasi. Metode AHP adalah metode yang 

dapat menyelesaikan permasalahan dengan banyak 

kriteria yang tidak dapat distrukturkan karena   

melibatkan interaksi dan ketergantungan antar 

elemen (Singgih dan Evanindya, 2009). Metode ini 

lebih cocok dipakai untuk mengukur standar dari 

sebuah unit pelayanan pemerintah yang 

mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kriteria penilaian yang digunakan terdapat pada 

PM 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan  

Penyelenggaraan  Terminal  Penumpang  Angkutan  

Jalan  tipe  B.  Standar pelayanan terminal 

penumpang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh 

penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan 

tipe B. Untuk kriteria yang ditentukan yaitu: 

1. Pelayanan keselamatan 

2. Pelayanan keamanan 

3. Pelayanan kehandalan/keteraturan 

4. Pelayanan kenyamanan 

5. Pelayanan kemudahan/keterjangkauan 

6. Pelayanan kesetaraan 

Dari 6 kriteria yang disebutkan dalam standar 

tersebut, terdapat juga sub kriteria dari masing 

masing kriteria penilaian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisa 2017 

Gambar 2. 

Struktur Analisis AHP.
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A. Pembobotan Kriteria dan Sub Kriteria 

Pelayanan 

Pembobotan kriteria dilakukan dengan 

melakukan anilisis terhadap kriteria yang 

sudah ditentukan. Analisis dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada 6 (enam) 

responden expert seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Selanjutnya data hasil kuesioner 

tersebut dimasukan kedalam tabel geomean, 

dan dilakukan perhitungan matematis untuk 

menyusun matriks perbandingan berpasangan 

(pair wise comparasion) dan eigen value. 

Berikut hasil dari kuesioner AHP pembobotan 

kriteria yang dimasukan dalam tabel geomean 

kriteria dan nilai matriks (pair wise 

comparasion) kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3. 

Tabel Geomean Kriteria 

No. Kolom 1 1 2 3 4 5 Kolom 2 Nilai Geomean 

1 Keselamatan 1 1 3 1 1 Keamanan 1,24573094 

2 Keselamatan 2 4 5 3 2 Kehandalan/ keteraturan 2,992555739 

3 Keselamatan 3 3 7 3 3 Kenyamanan 3,553993358 

4 Keselamatan 4 3 7 2 4 Kemudahan/keterjangkauan 3,676832575 

5 Keselamatan 4 6 7 1 4 Kesetaraan 3,676832575 

6 Keamanan 2 3 5 1 2 Kehandalan/ keteraturan 2,267933155 

7 Keamanan 2 2 7 3 2 Kenyamanan 2,786518023 

8 Keamanan 2 4 7 2 2 Kemudahan/ keterjangkauan 2,951546323 

9 Keamanan 3 5 7 1 3 Kesetaraan 3,159818306 

10 Kehandalan/keteraturan 2 3 3 2 2 Kenyamanan 2,352158045 

11 Kehandalan/keteraturan 3 2 3 3 3 Kemudahan/keterjangkauan 2,766323734 

12 Kehandalan/keteraturan 2 5 1 2 2 Kesetaraan 2,091279105 

13 Kenyamanan 2 2 1 2 2 Kemudahan/keterjangkauan 1,741101127 

14 Kenyamanan 2 1 1 1 2 Kesetaraan 1,319507911 

15 Kemudahan/Keterjangkauan 1 3 1 3 1 Kesetaraan 1,551845574 

Sumber: Analisa 2017 

Hasil nilai geomean selanjutnya digunakan 

untuk menyusun matriks perbandingan 

berpasangan  (pair-wise). Tabel pasangan antar 

kriteria atau matrik pair-wise comparasion 

didapat dengan mengisi hasil nilai rata-rata ukur 

dari responden (geomean). Nilai Geomean 

dimasukan ke dalam sel-sel yang berada di atas 

diagonal. Sel diagonal akan diisi angka 1. 

Sementara sel lain yang  berada di bawah 

diagonal diisi dengan angka kebalikan (invers) 

sesuai dengan pasangan sel sejenis. Hasil dari 

matriks pair-wise selanjutnya digunakan untuk 

mendapatkan bobot relatif yang dinormalkan, 

yaitu dengan unsur-unsur pada tiap kolom 

dibagi dengan jumlah kolom yang 

bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang 

dinormalkan. Eigen Value (priority) dihasilkan 

dari rata-rata bobot relatif untuk setiap barisnya. 

Sementara eigen value merupakan akar 

karakteristik  dari  matriks, hasil eigen value 

pada matriks disebut juga dengan priority atau 

nilai prioritas. Nilai prioritas inilah yang akan 

menginterpretasikan bobot tiap kriteria. Dengan 

nilai tiap kolom pada matrik pair-wise dibagi 

dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan 

diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai 

matriks perbandingan berpasangan (pair-wise) 

dan eigen value dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 

Pair Wise Comparasion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisa 2017 
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Tabel 5. 

Eigen Faktor dan Value 

 

Selanjutnya dilakukan pengukuran konsistensi 

responden. Pengukuran konsistensi dari suatu 

matriks itu sendiri didasarkan atas eigenvalue 

maksimum. Dengan eigenvalue maksimum, 

inkonsistensi yang biasa dihasilkan matriks 

perbandingan dapat diminimumkan. Nilai eigen 

maksimum didapatkan untuk memperoleh 

konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Hasil 

nilai eigen maksimum dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini.

Tabel 6. 
Eigen Max 

 
Sumber: Analisa 2017

Dari nilai eigen max diatas, dapat dilakukan 

analisis untuk mencari rasio indeks dan rasio 

konsistensi. Nilai eigen maksimun (λ 

maksimum) diperoleh dengan menjumlahkan 

hasil perkalian pair-wise dengan eigen value.   

Sehingga didapatkan nilai eigen maksimum 

adalah 6,077175744. Karena matriks berordo 

6 (yakni terdiri dari 6 kriteria), maka nilai 

indeks konsistensi yang diperoleh adalah: 

 

Karena  CR<0,1  berarti  preferensi  responden  

adalah  konsisten  dan  analisis pembobotan 

tersebut dapat digunakan. 

Tabel 7. 

Hasil Pembobotan Kriteria Pelayanan 

No. Kriteria Pembobotan 
Pembulatan 

Desimal Persentase 

1. Keselamatan 0,328198 0,33 33% 

2. Keamanan 0,262191354 0,26 26% 

3. Kehandalan/keteraturan 0,159671927 0,16 16% 

4. Kenyamanan 0,096413948 0,10 10% 

5. Kemudahan/keterjangkauan 0,080497677 0,08 8% 

6. Kesetaraan 0,073027084 0,07 7% 

Jumlah 1  100% 

Sumber: Analisa 2017 
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Sumber: Analisa 2017 

Gambar 3. 

Persentase Pembobotan Kriteria Pelayanan 

Pembobotan sub kriteria terhadap kriteria 

pelayanan yang ada dilakukan dengan tahap 

analisis yang sama dengan pembobotan 

kriteria pelayanan. Setelah dilakukan anlaisis 

maka didapat hasil pembobotan sub kriteria 

yaitu pembobotan kriteria pelayanan 

keselamatan sebesar 33%, meliputi lajur 

pejalan kaki 3,72%, fasilitas keselamatan jalan 

5,13%, jalur 3,07%, alat pemadam kebakaran 

3,38%, pos fasilitas dan petugas kesehatan 

3,42%, pos fasilitas dan petugas pemeriksaan 

kelaikan kendaraan umum 4,59%, fasilitas 

perbaikan ringan kendaraan umum 2,95%, 

informasi fasilitas keselamatan 2,42%, 

informasi fasilitas kesehatan 1,89%, dan 

informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan 

ringan kendaraan bermotor 2,25%. 

Pembobotan kriteria pelayanan keamanan 

sebesar 26%, meliputi fasilitas keamanan 

11%, media pengaduan gangguan keamanan 

6,94%, dan petugas keamanan 8,28%. 

Pembobotan kriteria pelayanan kehandalan/ 

keteraturan sebesar 15,97%, meliputi jadwal 

kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta 

besaran tarif kendaraan bermotor umum  

beserta realisasi jadwal tertulis  3,12%,  jadwal  

kendaraan  umum  dalam  trayek lanjutan dan 

dan kendaraan umum tidak dalam trayek 

lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis 

2,33%, loket penjualan tiket 1,29%, kantor 

penyelenggara terminal, ruang kendali dan 

manajemen sistem  informasi terminal 4,53%,  

petugas operasional terminal 4,7%. 

pembobotan kriteria pelayanan kenyamanan 

sebesar 9,64%, meliputi ruang tunggu 1,38%, 

toilet 1,13%, fasilitas peribadatan/mushola 

1,43%, ruang terbuka hijau 0,65%, rumah 

makan 0,66%, fasilitas dan petugas kebersihan  

1,14%, tempat istirahat awak kendaraan   

1,15%, area merokok (smoking   area) 0,49%,   

drainase   0,84%,   lampu penerangan ruangan 

0,77%. Pembobotan kriteria pelayanan 

kemudahan/keterjangkauan sebesar 8,05%, 

meliputi letak jalur pemberangkatan 1,16%, 

letak jalur kedatangan 0,95%, informasi 

pelayanan 0,79%, informasi angkutan lanjutan 

0,75%, informasi gangguan perjalanan mobil 

bus 0,85%, tempat penitipan barang 0,65%, 

fasilitas pengisian baterai (charging corner) 

0,45%, tempat naik/ turun penumpang 1,47%, 

tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan 

pribadi 0,97%. Pembobotan kriteria pelayanan 

kemudahan/ keterjangkauan  sebesar  7,3%,  

meliputi  fasilitas  penyandang  cacat  (difabel) 

3,65%, dan ruang ibu menyusui 3,65%. 

Dalam kriteria pelayanan kemudahan/ 

keterjangkauan untuk Terminal Tipe B selain 

dengan fasilitas terminal diatas perlu 

disediakan kemudahan akses Intermoda. 

Program Jateng BRT aglomerasi yang 

menghubungkan pelayanan antar moda yaitu 

dari atau menuju bandara, pelabuhan dan 

stasiun kereta api. 

B. Penilaian Pelayanan Penyelenggaraan 

Terminal 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan  

kuesioner-kuesioner tersebut berisi pertanyaan 

mengenai standar pelayanan  penyelenggaraan 

terminal tipe B dimana memiliki format 

pilihan angka dari 1-4. Berikut  hasil penilaian  

yang  dilakukan  di terminal bus Kabupaten 

Demak. 
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Tabel 8. 

Nilai Pencapaian Terminal Kabupaten Demak 

Kriteria Nilai Maksimal 
Nilai yang di 

Dapat 

Persentase 

Pencapaian 

Keselamatan 1,312792038 0,52 40% 

Keamanan 1,048765417 0,51 49% 

Kehandalan/keteraturan 0,638687706 0,19 29% 

Kenyamanan 0,385655792 0,26 69% 

Kemudahan/keterjangkauan 0,321990709 0,17 52% 

Kesetaraan 2,625584077 0,07 3% 

Sumber: Analisa 2017 

 
Sumber: Analisa 2017 

Gambar 4. 

Persentase Pencapaian Pelayanan Terminal Demak

Besarnya nilai akhir yang dihasilkan di 

Terminal Bintoro adalah 1,72 atau 43%, 

dimana kategori penilaian yang dapat 

disimpulkan adalah “ KURANG “. 

Tabel 9. 

Nilai Pencapaian Terminal Kabupaten Banjarnegara 

Kriteria 
Nilai 

Maksimal 

Nilai yang di 

Dapat 

Persentase 

Pencapaian 

Keselamatan 1,312792038 0,85 65% 

Keamanan 1,048765417 1,05 100% 

Kehandalan/keteraturan 0,638687706 0,37 57% 

Kenyamanan 0,385655792 0,32 83% 

Kemudahan/keterjangkauan 0,321990709 0,25 76% 

Kesetaraan 2,625584077 0,11 4% 

Sumber: Analisa 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisa 2017 

Gambar 5. 

Persentase Pencapaian Pelayanan Terminal Banjarnegara 
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Besarnya nilai akhir yang dihasilkan di terminal 

Banjarngara adalah 2,94 atau 73%, dimana Kategori 

penilaian yang dapat disimpulkan adalah “BAIK“. 

KESIMPULAN 

Hasil persentase nilai pembobotan dari tiap tiap 

kriteria standar pelayanan berdasarkan PM 40 Tahun 

2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan 

terminal penumpang angkutan jalan tipe B adalah 

pembobotan kriteria pelayanan keselamatan sebesar 

33%, kriteria pelayanan keamanan sebesar 26%, 

kriteria pelayanan kehandalan/keteraturan sebesar 

16%, kriteria pelayanan kenyamanan sebesar 10%, 

kriteria pelayanan kemudahan/keterjangkauan 

sebesar 8%, dan kriteria pelayanan kesetaraan   

sebesar 7%. Dari data diatas dapat dilihat bahwa 

kriteria keselamatan merupakan kriteria yang paling 

penting/prioritas dalam standar pelayanan terminal 

penumpang tipe B dengan nilai pembobotan sebesar 

33%. Penilaian yang dilakukan dengan 

menggunakan pembobotan kriteria terhadap 2 

terminal menghasilkan kategori nilai yaitu terminal 

Kabupaten Demak yang memiliki nilai persentase 

43% “KURANG”, dan terminal Kabupaten 

Banjarnegara yang memiliki persentase 73,5% 

“BAIK”. Dalam kriteria pelayanan kemudahan/ 

keterjangkauan untuk Terminal Tipe B selain dengan 

fasilitas terminal di atas perlu disediakan kemudahan 

akses intermoda. Program Jateng BRT aglomerasi 

yang menghubungkan pelayanan antar moda yaitu 

dari atau menuju bandara, pelabuhan dan stasiun 

kereta api. 

SARAN 

Agar dilakukan penelitian lebih lanjut dan 

penggunaan metode yang berbeda serta penambahan 

responden yang lebih komprehensif dalam 

penentuan persentase pembobotan standar pelayanan 

terminal tipe B. Melaksanakan penilaian terhadap 

semua terminal tipe  B di Provinsi Jawa  Tengah, 

sehingga nilai pelayanan terminal tipe B dapat 

dipetakan dan digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan kebijakan perencanaan peningkatan 

pelayanan di tahun mendatang. 
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